5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Tinjauan hukum terhadap pertambangan pasir di Kecamatan
Botupingge yakni tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata pada Pasal 519 menjelaskan tentang “ada barang yang bukan
milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan
atau milik perorangan”, ini artinya pertambangan yang ada di
Kecamatan Botupingge haruslah di kembalikan kepada negara karena
tidak sesuai dengan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tersebut.

Upaya hukum vyang dilakukan untuk menghentikan kegiatan
pertambangan pasir di Kecamatan Botupingge yakni dengan adanya
Peraturan Daerah Bone Bolango yang mengatur tentang kawasan
lindung, pengawasan dan pencegahan. Pemerintah dalam Hal ini
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango masih
dilematis untuk menghentikan pertambangan tersebut, apabila
dihentikan maka akan terjadi pengangguran di Kecamatan Botupingge
dan apabila tidak dihentikan akan terjadi kerusakan terhadap

lingkungan,seperti tanah longsor.



5.2

Saran

Pemerintah harus melakukan ketegasan terhadap penambang yang
melakukan kegiatan pertambangan dikawasan sungai lindung,
kemudian pemerintah juga harus melakukan penghetian aktifitas
pertambangan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata pada Pasal 519.

Perlunya sosialisasi hukum mengenai Peraturan Daerah Bone
Bolango tentang kawasan sungai lindung kepada Masyarakat yang
ada di Kecamatan Botupingge yang melakukan kegiatan
pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Bone  agar mereka

mengetahui Peraturan tersebut.
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